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CAMAT TAPIN UTARA  

KABUPATEN TAPIN 
 

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

Kecamatan Tapin Utara, serta efektivitas dalam pekerjaan 

perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses 

pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu; 

 

 b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, 

perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) 

Kecamatan Tapin Utara. 

 

 

Mengingat :     1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-

undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 

 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 

 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 



 

 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

Tambahan Lembaran Nomor 4720); 

 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5233); 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 517); 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2012 Nomor 994); 

 16. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2005 - 2025; 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10); 

 18. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2005 - 2025; 

 19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 

25) (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39); 

 20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tugas 

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan Di Kabupaten Tapin. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M E M U T U S K A N 

 

Menetapkan :  

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 

2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; 

KEDUA : Terhadap Tim Penyusun Renja Tahun 2024, dimaksud pada 

diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana 

Kerja (RENJA) sesuai ketentuan/peraturan peruandang-

undangan; 

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini 

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaaran 

Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 

2023; 

KEEMPAT  : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan 

perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 

 

  

 

Ditetapkan di :  Rantau 

Pada Tanggal :  05 Januari 2023 

 

 

  

An. BUPATI TAPIN 

CAMAT TAPIN UTARA 

 

IVADA CHANDRA SARI, S.STP, MM 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19860206 200412 2 001 

 

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Bupati Tapin sebagai laporan; 

2. Wakil Bupati Tapin sebagai laporan; 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin sebagai laporan; 

4. Arsip 

  

KECAMATAN
TAPIN UTARA



 

LAMPIRAN I 

NOMOR : 12 

TANGGAL : 05 Januari 2023 

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  

(RENJA) 2024 

 

KECAMATAN TAPIN UTARA 

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 

 

 

SUSUNAN PERSONALIA 

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024 

KECAMATAN TAPIN UTARA 

KABUPATEN TAPIN 

TAHUN 2023 

 

Pengarah  : CAMAT TAPIN UTARA 

Penanggungjawab : SEKRETARIS KECAMATAN TAPIN UTARA 

Ketua : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

Sekretaris : PENGELOLAAN BAHAN PERENCANAAN 

Anggota : 1. KASI PEMERINTAHAN 

2. KASI PEMBANGUNAN 

3. KASI EKONOMI 

4. KASI TRANTIB 

5. KASI KESRA 

   

 

CAMAT TAPIN UTARA 

 

 

IVADA CHANDRA SARI, S.STP, MM 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19860206 200412 2 001 

 

  

KECAMATAN
TAPIN UTARA



 

LAMPIRAN II 

NOMOR : 12 

TANGGAL : 05 Januari 2023 

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA 

(RENJA) KECAMATAN TAPIN UTARA 2023 

 

KECAMATAN TAPIN UTARA 

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 

 

RINCIAN TUGAS 

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2024 

KECAMATAN TAPIN UTARA 

KABUPATEN TAPIN 

TAHUN 2023 

 

1. Pengarah, yaitu : 

a. Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan 

kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, 

baik dalam hal persiapan, mekanisme penyelenggaraan, 

pelaksanaan penyusunan, hasil akhir dokumen maupun 

legalisasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024; 

b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan 

memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim 

Kelompok kerja Rencana Kerja (RENJA) 2024; 

c. Menyampaikan laporan kegiatan perkembangan penyusunan 

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 kepada Camat Tapin 

Utara Kabupaten Tapin. 

2. Penanggung jawab, yaitu : 

a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan 

Tapin Utara; 

b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan 

dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana 

Kerja(RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Tapin Utara; 

c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim 

penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana 

Kerja (RENJA) 2024 Kecamatan Tapin Utara; 

3. Ketua 

a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim 

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 

Kecamatan Tapin Utara 2023; 

b. Membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan 

dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja 

(RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Tapin Utara Tahun 2023; 

c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim 

penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana 

Kerja (RENJA) 2024 Kecamatan Tapin Utara Tahun 2023; 

 

 



 

4. Anggota 

a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) 

tahun lalu; 

b. Melakukan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah 

Kecamatan Tapin Utara; 

c. Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

Kecamatan Tapin Utara; 

d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD; 

e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan; 

f. Merumuskan kegiatan prioritas. 

 

 

 

 

 

 

CAMAT TAPIN UTARA 

 

 

IVADA CHANDRA SARI, S.STP, MM 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19860206 200412 2 001 

 

 

 

KECAMATAN
TAPIN UTARA
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Perubahan RENJA 2024 – Kecamatan Tapin Utara

BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, merupakan bentuk

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan

dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta

untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 telah dijalankan, namun seiring

dijalankannya rencana kerja tersebut terdapat pula beberapa kekurangan dan

hambatan di beberapa aspek, sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau

penyempurnaan kembali Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan target

kinerja menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, yang berarti pula harus segera dilakukan

penyesuaian anggaran baik berupa pengurangan maupun penambahan anggaran.

Rencana Kerja Perubahan SKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem

perencanaan daerah, karena Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan produk

penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja Perubahan SKPD memiliki peranan penting terhadap kinerja suatu

SKPD dalam hal memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif,

efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan

yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan yang baik. Kecamatan Tapin Utara

harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat memberikan

kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang

berkesinambungan.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan

Tapin Utara Tahun 2024 maka perlu dilakukan perubahan karena berdasarkan hasil

evaluasi dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan II menunjukan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain:
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BAB I - 2

1. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran, serta rencana program

dan kegiatan.

2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu

kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

Tugas tersebut baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah

kebijakan adalah merupakan instrument kegiatan yang sangat penting karena di

dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan kata lain Perubahan Rencana Kerja yang baik akan dapat menghasilkan

kegiatan yang baik pula yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang lebih

besar.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja 2024 adalah sebagai

pedoman arah kerja bagi Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Kebijakan,

program dan kegiatan disesuaikan antara program daerah, provinsi dan nasional

sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahunan

sehingga program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan

sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tapin

dan Renstra Kecamatan Tapin Utara;

2. Agar program/kegiatan/sub kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara

konsisten dan berkesinambungan;

3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan

yang bertanggung jawab;

4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan

kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian

kinerja.
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C. DASAR PERTIMBANGAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana

Kerja SKPD Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman,

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin

Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
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BAB I - 4

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);

10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan

Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor

5);

11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026;

12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;

13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin

2024;

14. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor 000.7.2 / 272 - Randal / Bappelitbang / 2024

tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

15. Surat Keputusan Camat Tapin Utara Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 5 Januari

2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Tapin Utara 2024

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapin Utara Kabupaten

Tapin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. DASAR PERTIMBANGAN
D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAPIN UTARA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENCANA KERJA KECAMATAN TAPIN UTARA

BAB IV PENUTUP
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BAB II - 1

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAPIN UTARA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan Renja Kecamatan Tapin Utara sampai dengan Triwulan II Tahun

2024 adalah sebagaimana terdapat pada table berikut :

Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat

dalam Pelayanan

Dilakukan survey kepuasan

pelayanan kepada Masyarakat
88,40 Poin -

Persentase Layanan

Masyarakat dengan indeks

Minimal B

Persentase Nilai hasil survey

kepuasan Pelayanan kepada

Masyarakat

100 % 50 %

Persentase Desa dengan

Pengelolaan Keuangan

sesuai ketentuan

Jumlah Desa dengan Pengelolaan

Keuangan sesuai

ketentuan/Jumlah Desa Yang Ada

x 100

100 % 50 %

Persentase Desa dengan

Pengelolaan Aset sesuai

ketentuan

Jumlah Desa dengan Pengelolaan

Aset sesuai ketentuan/Jumlah

Desa Yang Ada x 100

100 % 50 %

Persentase Desa dengan

Administrasi Kependudukan

yang baik

Persentase Desa dengan

Administrasi Kependudukan yang

baik/ Jumlah Desa Yang Ada x 100

100 % 50 %

Nilai SAKIP Perangkat

Daerah

Nilai Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja
72,06

Score
-

Indeks Profesionalisme ASN

(IP-ASN) Perangkat Daerah

Nilai Indeks Profesionalisme ASN

(IP-ASN)
40,00 Poin -

Pengukuran kinerja pada beberapa indikator pada Kecamatan Tapin Utara

dilakukan pada akhir tahun 2024 yaitu pada triwulan IV, oleh karena itu pengukuran

kinerja tersebut dilakukan satu kali dalam setahun. Sehingga capaian indikator kinerja

sampai pada semester I tahun 2024 ada yang belum dapat dilakukan. Selanjutnya

untuk memberikan gambaran lebih rinci terkait evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan

Tapin Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Perubahan RENJA 2024 – Kecamatan Tapin Utara

BAB II - 2

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
KABUPATEN/KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEV TRIWULAN II
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024

(Terlampir)



Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 

Pelayanan
88,4 Poin Poin Poin Poin Poin Poin 3.905.155.791 0,00 55,61 0,00 Poin          3.905.155.791 0,00 55,61

Nilai SAKIP Perangkat Daerah 72,06 Score Score Score Score Score Score Score

Nilai Komponen AKIP 72,06 Score Score Score Score Score Score Score

Nilai Komponen AKIP (Perencanaan 

Kinerja)
26,01 Score Score Score Score Score Score Score

Nilai Komponen AKIP (Pengukuran 

Kinerja)
16,35 Score Score Score Score Score Score Score

Nilai Komponen AKIP (Pelaporan 

Kinerja)
11,35 Score Score Score Score Score Score Score

Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja) 18,35 Score Score Score Score Score Score Score

Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) 

Perangkat Daerah
40 Poin Poin Poin Poin Poin Poin

Persentase hasil temuan

pemeriksaan yang ditindaklanjuti
100 % 25 % 50 % % % 50,00 % 50,00 %

Persentase ASN dengan capaian

kinerja > 90 %
100 % 25 % 50 % % % 50,00 % 50,00 %

Indeks kepuasan pelayanan

sekretariat
70 Poin Poin Poin Poin Poin Poin Poin

Persentase tindaklanjut perencanaan 

kinerja atas rekomendasi dari mitra 

kerja Bapelitbang (Dengan Satuan:%)

100 % 24.162.000 25 % 0 50 % 14.020.000 0 % 0 % 0 50 % 14.020.000 50                        58,02 50,00 %                14.020.000 50,00 58,02

Persentase rekomendasi LHE AKIP 

yang ditindak lanjut (Dengan 

Satuan:%)

100 % 25 % 50 % 0 % %

Persentase laporan hasil monitoring 

dan evaluasi perencanaan kinerja yang 

ditindaklajuti (Dengan Satuan:%)

100 % 25 % 50 % 0 % %

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 

Laporan Hasil

Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)

1 Dokumen 1.855.500 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 1 Dokumen 0 0 Dokumen                                   - 0,00 0,00 0 Dokumen                                 -   0,00 0,00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 

Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Peubahan RKA-SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

(Dengan Satuan:Dokumen)

1 Dokumen 1.855.500 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen                                   - 0,00 0,00 0 Dokumen                                 -   0,00 0,00

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD (Dengan 

Satuan:Dokumen)

1 Dokumen 1.855.500 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen                                   - 0,00 0,00 0 Dokumen                                 -   0,00 0,00

Koordinasi dan Penyusunan 

Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-

SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)

1 Dokumen 1.855.500 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen                                   - 0,00 0,00 0 Dokumen                                 -   0,00 0,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10 Laporan 16.740.000 0 Laporan 0 8 Laporan 14.020.000 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan                14.020.000 0,00 83,75 0 Laporan                14.020.000 0,00 83,75

0,00 16,75

SR SR

Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Persentase Surat 

Pertanggungajawaban yang sesuai 

dengan standar penatausahaan 

keuangan (Dengan Satuan:%)

100 % 5.261.313.665 25 % 922.926.627 50 % 2.207.918.580 0 % 0 % 0 50 % 3.130.845.207 50 59,51 50,00 %          3.130.845.207 50,00 59,51

Persentase laporan keuangan yang 

disampaikan tepat waktu dan sesuai 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

(Dengan Satuan:%)

100 % 25 % 50 % % %

Persentase aset daerah yang tercatat 

sesuai dengan realisasi fisik dan 

keuangan (Dengan Satuan:%)

100 % 25 % 50 % % %

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang 

/ bulan)

45 Orang / Bulan 5.257.713.665 45
Orang / 

Bulan
922.926.627 45

Orang / 

Bulan
2.206.128.180 45

Orang / 

Bulan
0 45

Orang / 

Bulan
0 45

Orang / 

Bulan
         3.129.054.807 100,00 59,51 45

Orang / 

Bulan
         3.129.054.807 100,00 59,51

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

(Dengan Satuan:Laporan)

2 Laporan 1.800.000 0 Laporan 0 1 Laporan 1.790.400 0 Laporan 0 0 Laporan 0 1 Laporan                  1.790.400 50,00 99,47 1 Laporan                  1.790.400 50,00 99,47

1 2 3 4

8 97

K Rp K Rp K Rp

15 = 13

16

10 11 12

K Rp K RpK RpRp

13 = (12/7x100) 14 = 12

K Rp K RpK

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN MONEV TRIWULAN II

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024

No Sasaran Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) 

/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan 

(Sub Output)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat 

Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2024 yang 

dievaluasi

Tingkat Capain Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah 

Kabupaten/kota s/d tahun 

2024 (%)

Unit 

Penanggung 

Jawab

I II III IV

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah Kabupaten/kota s/d 

Tahun 2024

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 

SKPD 2024 yang dievaluasi

0 0

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

7.022.674.532 1.022.249.803 2.881.105.988

Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan



Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

(Dengan Satuan:Laporan)

1 Laporan 1.800.000 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan                                   - 0,00 0,00 0 Laporan                                 -   0,00 0,00

50,00 52,99

SR R

 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Persentase kelulusan ASN Perangkat 

Daerah yang mengikuti Peningkatan 

kapasitas
2 % 518.247.100 0 % 67.544.120 0 % 178.464.842 0 % 0 % 0 0 % 246.008.962 0 47,47 0,00 %             246.008.962 0,00 47,47

Persentase ASN Perangkat Daerah 

yang mendapatkan pelayanan 

administrasi Kepegawaian dengan baik
100 % 25 % 50 % 50 50

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Paket)

12 Paket 14.905.500 3 Paket 822.000 3 Paket 3.710.000 Paket Paket 6 Paket 4.532.000 50,00 30,40 6 Paket                  4.532.000 50,00 30,40

 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

(Dengan Satuan:Paket)

12 Paket 42.552.700 3 Paket 0 3 Paket 27.753.000 Paket Paket 6 Paket 27.753.000 50,00 65,22 6 Paket                27.753.000 50,00 65,22

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Paket)

12 Paket 52.316.400 3 Paket 6.658.500 3 Paket 9.792.500 Paket Paket 6 Paket 16.451.000 50,00 31,45 6 Paket                16.451.000 50,00 31,45

 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 

(Dengan Satuan:Paket)

12 Paket 12.895.400 3 Paket 3.195.000 3 Paket 2.134.800 Paket Paket 6 Paket 5.329.800 50,00 41,33 6 Paket                  5.329.800 50,00 41,33

Penyediaan Bahan Material
Jumlah Paket Bahan Material yang 

Disediakan (Dengan Satuan:Paket)
12 Paket 6.650.500 3 Paket 0 3 Paket 0 Paket Paket 6 Paket 0 50,00 0,00 6 Paket                                 -   50,00 0,00

 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 

Tamu
12 Laporan 2.400.000 3 Laporan 495.000 3 Laporan 0 Laporan Laporan 6 Laporan 495.000 50,00 20,63 6 Laporan                      495.000 50,00 20,63

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

(Dengan Satuan:Laporan)

12 Laporan 386.526.600 3 Laporan 56.373.620 3 Laporan 135.074.542 Laporan Laporan 6 Laporan 191.448.162 50,00 49,53 6 Laporan             191.448.162 50,00 49,53

50,00 34,08

SR SR

Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Persentase Barang Milik Daerah dalam 

kondisi baik (Dengan Satuan:%)
80 % 1.500.000 80 % 0 80 % 0 80 % 0 % 0 80 % 0 100,00 0,00 80,00 %                                 -   100,00 0,00

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

1 Laporan 1.500.000 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0,00 0,00 0 Laporan                                 -   0,00 0,00

0,00 0,00

SR SR

Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Barang Milik Daerah dalam 

kondisi baik (Dengan Satuan:%)
80 % 198.473.300 80 % 0 80 % 0 80 % 0 % 0 80 % 0 100,00 0,00 80,00 %                                 -   100,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Unit)

14 Unit 136.707.900 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0,00 0,00 0 Unit                                 -   0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan (DenganSatuan:Unit)

39 unit 61.765.400 0 unit 0 0 unit 0 0 unit 0 0 Unit 0 0 unit 0 0,00 0,00 0 unit                                 -   0,00 0,00

0,00 0,00

SR SR

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase ASN Perangkat Daerah 

yang mendapatkan pelayanan 

administrasi Kepegawaian dengan baik 

(Dengan Satuan:%)

100 % 249.271.400 25 % 16.619.073 50 % 66.082.601 0 % 0 % 0 50,00 % 84.501.674 50,00 33,90 50,00 %                84.501.674 50,00 33,90

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat
12 Laporan 4.710.000 3 Laporan 0 3 Laporan 1.800.000 Laporan Laporan 6 Laporan 1.800.000 50,00 0,38 6 Laporan                  1.800.000 50,00 0,38

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan (Dengan 

Satuan:Laporan)

12 Laporan 66.901.000 3 Laporan 3.456.633 3 Laporan 14.482.601 Laporan Laporan 6 Laporan 17.939.234 50,00 26,81 6 Laporan                17.939.234 50,00 26,81

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)

12 Laporan 177.660.400 3 Laporan 13.162.440 3 Laporan 51.600.000 Laporan Laporan 6 Laporan 64.762.440 50,00 36,45 6 Laporan                64.762.440 50,00 36,45

50,00 31,63

SR SR

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Barang Milik Daerah dalam 

kondisi baik (Dengan Satuan:%)
80 % 769.707.067 0,00 % 15.159.983 0,00 % 414.619.965 0,00 % 0 0 % 0 0,00 % 429.779.948 0,00 55,84 0,00 %             429.779.948 0,00 55,84

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

(Dengan Satuan:Unit)

1 Unit 58.253.660 0 Unit 14.449.983 1 Unit 14.265.965 0 Unit 0 0 Unit 0 1 Unit 28.715.948 100,00 49,29 1 Unit                28.715.948 100,00 49,29

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang

Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)

22 Unit 8.117.407 1 Unit 710.000 1 Unit 2.065.000 0 Unit 0 0 Unit 0 2 Unit 2.775.000 9,09 34,19 2 Unit                  2.775.000 9,09 34,19

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

(Dengan Satuan:Unit)

4 Unit 703.336.000 0 Unit 0 1 Unit 398.289.000 0 Unit 0 0 Unit 0 1 Unit 398.289.000 25,00 56,63 1 Unit             398.289.000 25,00 56,63

44,70 46,70

SR SR

50,00 36,39

SR SR

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata-rata  Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Predikat Kinerja Sub Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan



PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK

Persentase desa dengan Administrasi 

Kependudukan yang baik
100 % 40.000.000 25 % 3.300.000 50 % 13.200.000 0,00 % 0 % 0 50 % 16.500.000 50,00 41,25 50,00 %                16.500.000 50,00 41,25

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang tidak dilaksanakan 

oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang 

ada di Kecamatan

Persentase desa yang tertib melakukan 

laporan mutasi kependudukan yang 

tepat waktu

100 % 40.000.000 25 % 3.300.000 50 % 13.200.000 % 0 % 0 50 % 16.500.000 50,00 41,25 50,00 %                16.500.000 50,00 41,25

Peningkatan Efekifitas Pelaksanaan 

Pelayanan Kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektifitas

Pelaksanaan Pelayanan kepada 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

(Dengan Satuan:Laporan)

12 Laporan 40.000.000 3 Laporan 3.300.000 3 Laporan 13.200.000 0 Laporan 0 0 Laporan 0 6 Laporan 16.500.000 50,00 41,25 6 Laporan                16.500.000 50,00 41,25

50,00 41,25

SR SR

50,00 41,25

SR SR

PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Layanan Masyarakat 

Dengan Indeks Minimal B
100 % 624.169.600 25 % 86.152.000 50 % 195.582.200 0 % 0 % 0 50 % 281.734.200 50,00 45,14 50,00 %             281.734.200 50,00 45,14

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Desa

Persentase Rekomendasi Usulan 

Pembangunan yang diterbitkan
100,00 % 136.303.600,00 25 % 3.627.000 50 % 30.512.200 0 % 0,00 % 0,00 50 % 34.139.200 50 25,05 50,00 % 34139200,00 50,00 25,05

Persentase Rekomendasi pelayanan 

Administrasi Kegiatan Kesejahteraan 

Rakyat yang memenuhi syarat untuk 

diterbitkan

100,00 % 25 50 % % %

Persentase Pengaduan Masyarakat 

yang ditangani
100,00 % 25 % 50 % % %

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

yang Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Desa (Dengan 

Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)

12
Lembaga 

Kemasyarakatan
3.737.000 12

Lembaga 

Kemasyara

katan

3.627.000 0

Lembaga 

Kemasyara

katan

0 0

Lembaga 

Kemasyara

katan

0 0

Lembaga 

Kemasyara

katan

0 12

Lembaga 

Kemasyara

katan

3.627.000 100,00 97,06 12,00

Lembaga 

Kemasyarak

atan

                 3.627.000 100,00 97,06

Peningkatan Efektivitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

(Dengan Satuan:Laporan)

12 Laporan 132.566.600 3 Laporan 0 3 Laporan 30.512.200 0 Laporan 0 0 Laporan 0 6 Laporan 30.512.200 50,00 23,02 6 Laporan                30.512.200 50,00 23,02

75,00 60,04

S R

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan

Persentase Rekomendasi Usulan 

Pembangunan yang diterbitkan
100 % 482.616.000 25 % 82.525.000 50 % 160.000.000 0 % 0 % 0 50 % 242.525.000 50 50,25 50,00 %             242.525.000 50,00 50,25

Persentase Pengaduan Masyarakat 

yang ditangani
100 % 25 % 50 % % %

Terlaksananya Pemberdayaan 

Kelurahan Rantau Kanan (Dengan 

Satuan:persen)

100 % 25 % 50 % % %

Terlaksananya Pemberdayaan 

Kelurahan Rantau Kiwa (Dengan 

Satuan:persen)

100 % 25 % 50 % % %

Terlaksananya Pemberdayaan 

Kelurahan Kupang (Dengan 

Satuan:persen)

100 % 25 % 50 % % %

Terlaksananya Pemberdayaan 

Kelurahan Rangda Malingkung 

(Dengan Satuan:persen)

100 % 25 % 50 % % %

Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di 

Kelurahan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

yang Berpartisipasi dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan di Kelurahan (Dengan 

Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)

4
Lembaga 

Kemasyarakatan
2.616.000 4

Lembaga 

Kemasyara

katan

2.525.000 4

Lembaga 

Kemasyara

katan

0 0

Lembaga 

Kemasyara

katan

0 0

Lembaga 

Kemasyara

katan

0 4

Lembaga 

Kemasyara

katan

2.525.000 100,00 96,52 4,00

Lembaga 

Kemasyarak

atan

                 2.525.000 100,00 96,52

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 

Melaksanakan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan (Dengan 

Satuan:Pokmas / Ormas)

4 Pokmas 480.000.000 4 Pokmas 80.000.000 4 Pokmas 160.000.000 0 Pokmas 0 0 Pokmas 0 4 Pokmas 240.000.000 100,00 50,00 4 Pokmas             240.000.000 100,00 50,00

100,00 73,26

0 S

Rata-rata  Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Predikat Kinerja Sub Kegiatan

Rata-rata  Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)

Predikat Kinerja Sub Kegiatan



Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Persentase Surat Rekomendasi 

Keterangan Usaha yang memenuhi 

syarat untuk diterbitkan

100 % 5.250.000 25 % 0 50 % 5.070.000 % 0 % 0 50 % 5.070.000 50,00 96,57 50,00 %                  5.070.000 50,00 96,57

Persentase Pengaduan Masyarakat 

yang ditangani
100 % 25 % 50 % % % 0,00

Fasilitasi Pengembangan Usaha 

Ekonomi Masyarakat

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)

1 Laporan 2.625.000 1 Laporan 0 1 Laporan 2.534.200 0 Laporan 0 0 Laporan 0 1 Laporan 2.534.200 100,00 96,54 1,00 Laporan                  2.534.200 100,00 96,54

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna

Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna (Dengan 

Satuan:Laporan)

1 Laporan 2.625.000 1 Laporan 0 1 Laporan 2.535.800 0 Laporan 0 0 Laporan 0 1 Laporan 2.535.800 100,00 96,60 1 Laporan                  2.535.800 100,00 96,60

100,00 96,57

ST ST

50,00 37,65

SR SR

PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM

Persentase Layanan Masyarakat 

Dengan Indeks Minimal B
100 % 2.625.000 25 % 0 50 % 0 0 % 0 0 % 0 50 % 0 50,00 0,00 50,00 %                                 -   50,00 0,00

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase Rekomendasi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum (Trantibum) 

yang diterbitkan

100 % 2.625.000 25 % 0 50 % 0 0 % 0 0 % 0 50 % 0 50,00 0,00 50,00 %                                 -   50,00 0,00

Persentase Pengaduan Masyarakat 

yang ditangani
100 % 25 % 50 % 0 % 0 0 % 0

Sinergitas dengan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)

1 Laporan 2.625.000 0 Laporan 0 1 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0 Laporan 0 0,00 0,00 0 Laporan                                 -   0,00 0,00

50,00 0,00

SR SR

50,00 0,00

SR SR

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Layanan Masyarakat 

Dengan Indeks Minimal B
100 % 9.699.500 25 % 0 50 % 0 0 % 0 % 0 50 % 4.359.400 50,00 44,94 50,00 %                  4.359.400 50,00 44,94

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

Persentase Rekomendasi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum (Trantibum) 

yang diterbitkan

100 % 9.699.500 25 % 0 50 % 0 0 % 0 % 0 50 % 4.359.400 50,00 44,94 50,00 %                  4.359.400 50,00 44,94

Persentase Pengaduan Masyarakat 

yang ditangani
100 % 25 50 % 0 % %

Pembinaan Wawasan Kebangsaan

dan Ketahanan Nasional dalam

rangka Memantapkan Pengamalan

Pancasila, Pelaksanaan Undang 

Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan

Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

dalam rangka

Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka 

Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Dengan

Satuan:Orang)

75 orang 4.849.750 0 orang 0 75 orang 4.359.400 0 orang 0 0 orang 0 75 orang 4.359.400 100,00 89,89 75 orang 100,00 89,89

Fasilitasi, Koordinasi dan

Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan

dan Ketahanan Nasional

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 

dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia 

dan Instansi Vertikal di Wilayah 

Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)

75 orang 4.849.750 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0 orang 0 0,00 0,00 0 orang                                 -   0,00 0,00

50,00 44,94

SR SR

50,00 44,94

SR SR

Persentase Desa Dengan

Pengelolaan Keuangan yang

Sesuai Ketentuan

100 % 65.000.000 25,00 % 0 50 % 9.675.000 0 % 0 0 % 0 50 % 9.675.000 50,00 14,88 50,00 %                  9.675.000 50,00 14,88

Persentase Desa Dengan

Pengelolaan Aset yang Sesuai

Ketentuan

100 % 25,00 % 50 % 0 % 0 %

Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase Rekomendasi 

Pemerintahan yang memenuhi syarat 

untuk diterbitkan

100 % 65.000.000 25 % 0 50 % 9.675.000 0 % 0 % 0 50 % 9.675.000 50,00 14,88 50,00 %                  9.675.000 50,00 14,88

Predikat Kinerja Sub Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata-rata  Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)

Predikat Kinerja Sub Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata-rata  Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)

Rata-rata  Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)

Predikat Kinerja Sub Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

DESA



Persentase dokumen pemerintahan 

desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, 

RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes 

Realisasi)

100 % 25 % 50 % 0 % 0 % 0 50 %

Persentase desa dengan laporan 

APBDes yang lengkap dan capaian 

serapan minimal 75%

100 % 25 % 50 % 0 % 0 % 0 50 %

Persentase desa dengan inventarisasi 

aset desa yang baik
80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 0 %

Persentase Pengaduan Masyarakat 

yang ditangani
100 % 25 % 50 % 0 % 0 % 0 50 %

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka

Penyusunan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa

96 Dokumen 5.000.000 24 Dokumen 0 24 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 48 Dokumen                                   - 50,00 0,00 48 Dokumen                                 -   50,00 0,00

Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa

24 Dokumen 5.000.000 8 Dokumen 0 8 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 16 Dokumen                                   - 66,67 0,00 16 Dokumen                                 -   66,67 0,00

Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa 

dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi 

dalam rangka

Pengelolaan Keuangan Desa dan 

Pendayagunaan Aset Desa

48 Dokumen 5.000.000 12 Dokumen 0 12 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 24 Dokumen                                   - 50,00 0,00 24 Dokumen                                 -   50,00 0,00

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala 

Desa dan Perangkat Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 

dan Perangkat Desa

24 Dokumen 5.000.000 8 Dokumen 0 8 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 16 Dokumen                                   - 66,67 0,00 16 Dokumen 66,67 0,00

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan 

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa

12 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 0 3 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 6 Dokumen                                   - 50,00 0,00 6 Dokumen 50,00 0,00

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan 

Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 

rangka Penataan, Pemanfaatan, dan 

Pendayagunaan Ruang Desa serta 

Penetapan dan Penegasan Batas Desa

12 Dokumen 5.000.000 3 Dokumen 0 3 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 6 Dokumen                                   - 50,00 0,00 6 Dokumen 50,00 0,00

Koordinasi Pendampingan Desa di 

wilayahnya

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pendampingan Desa di Wilayahnya
12 Laporan 35.000.000 3 Laporan 0 3 Laporan 9.675.000 0 Laporan 0 0 Laporan 0 6 Laporan                  9.675.000 50,00 27,64 6 Laporan                  9.675.000 50,00 27,64

54,76 3,95

R SR

50,00 14,88

SR SR

7.764.168.632 14,32 1.111.701.803 3.099.563.188 0 54,32 4.217.424.391 4.217.424.391

41,67 33,64

SR SR

SR SR

IVADA CHANDRA SARI, SSTP, MM

CAMAT TAPIN UTARA

NIP 19860206 200412 2 001

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kecamatan Tapin Utara melakukan fokus pelayanan kepada masyarakat dan telah menerapkan sistem reward dan punishment bagi pegawai Kecamatan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Keterbatasan sarana dan prasarana (perangkat teknis pendukung)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Kecamatan Tapin Utara akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja seluruh pegawai serta berupaya meningkatkan ketersediaan sapras,perangkat teknis pendukung agar tetap dapat memberikan pelayanan yang  terbaik untuk masyarakat.

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM…)

Jumlah Anggaran dan Realisasi 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM …. )

Predikat Kinerja Sub Kegiatan

Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja Kegiatan

Rata-rata  Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)

KECAMATANTAPIN UTARA
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BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN TAPIN UTARA

Realisasi dari program kerja pada tahun 2024 sampai dengan triwulan II tersebut

pada Bab II sebelumnya memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja

yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika

dibiarkan walaupun pencapaian fisik dapat 100% namun anggaran tidak akan terserap

seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan

menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasarkan pertimbangan itulah maka agar

optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan

mengambilkan dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target

fisiknya.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2024 ini
meliputi:

A. KEGIATAN LANJUTAN TAHUN SEBELUMNYA

Semua program dan kegiatan merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan

pada tahun sebelumnya, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4. Program Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. PERGESERAN DAN PENGHAPUSAN KEGIATAN

Untuk Tahun 2024 tidak ada penghapusan kegiatan, hanya ada penambahan

anggaran dibeberapa kegiatan tergantung kebutuhan sampai akhir tahun
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anggaran. Serta beberapa kegiatan yang dikurangi besaran anggarannya dan

ditambahkan ke kegiatan lain yang memerlukan tambahan anggaran (pergeseran).

Serta ada tambahan dana pada perubahan rencana kerja 2024 pada Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub kegiatan Penyelenggaran Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Pergeseran dan Perubahan kegiatan secara rinci atau Rencana Kerja Perubahan

Tahun 2024 ini disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan agar dapat diketahui

dengan jelas secara kuantitatif anggarannya.

Adapun Tabel Rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD

Kecamatan Tapin Utara Tahun 2024 sebagai berikut :
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Perubahan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2024
(Terlampir)



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPIN
TAHUN 2024

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2025 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KECAMATAN TAPIN UTARA 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah
Nilai Komponen AKIP
(Pengukuran Kinerja) 
Nilai Komponen AKIP
(Pelaporan Kinerja) 
Nilai Komponen AKIP
(Perencanaan Kinerja)
Nilai Komponen AKIP
(Evaluasi Internal) 

- 72,26
11,35
16,35
18,35
26,01
Score
Score
Score
Score
Score

7.125.076.158,00 6.331.485.210,00 7.222.674.532,00 -7.125.076.158,00 0,00

7.01.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Persentase laporan hasil
monitoring dan evaluasi
perencanaan kinerja yang
ditindaklajuti
 Persentase rekomendasi
LHE AKIP yang ditindak
lanjuti 
Persentase tindaklanjut
perencanaan kinerja atas
rekomendasi dari mitra kerja
Bappelitbang

- 100 % 26.303.980,00 24.162.000,00 24.162.000,00 -2.141.980,00 Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

ASN Kecamatan
Tapin Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.855.500,00 1.855.500,00 355.500,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.855.500,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.855.500,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.855.500,00 1.855.500,00 355.500,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

1 Laporan 10 Laporan 20.303.980,00 16.740.000,00 0,00 -20.303.980,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berkualitas Dan
Berdaya Saing

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2025 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

 Persentase aset daerah
yang tercatat sesuai dengan
realisasi fisik dan keuangan
Persentase laporan
keuangan yang disampaikan
tepat waktu dan sesuai
Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) 
Persentase Surat
Pertanggungajawaban yang
sesuai dengan standar
penatausahaan keuangan

- 100 % 5.068.394.178,00 5.019.755.143,00 5.261.313.665,00 192.919.487,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

ASN Kecamatan
Tapin Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

1 Orang/bul
an

43 Orang/b
ulan

5.064.494.178,00 5.016.155.143,00 0,00 -5.064.494.178,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 1 Laporan 1.300.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 500.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

1 Laporan 1 Laporan 1.300.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 500.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Persentase Barang Milik
Daerah (BMD) dalam kondisi
baik

- 80 % 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

ASN Kecamatan
Tapin Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase ASN Perangkat
Daerah yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Kepegawaian dengan baik
Persentase kelulusan ASN
Perangkat Daerah yang
mengikuti Peningkatan
kapasitas

- 100 %
2 %

828.700.000,00 467.032.300,00 718.247.100,00 -110.452.900,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

ASN Kecamatan
Tapin Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2025 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

1 Paket 12 Paket 5.000.000,00 4.990.700,00 14.905.500,00 9.905.500,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Paket 12 Paket 40.200.000,00 42.552.700,00 42.552.700,00 2.352.700,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Kupang
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rantau Kanan
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

1 Paket 12 Paket 50.000.000,00 52.316.400,00 52.316.400,00 2.316.400,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

1 Paket 12 Paket 12.000.000,00 12.895.400,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material
yang Disediakan

1 Paket 12 Paket 6.500.000,00 6.650.500,00 6.650.500,00 150.500,00 Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu

1 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 2.400.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1 Laporan 12 Laporan 710.000.000,00 345.226.600,00 586.526.600,00 -123.473.400,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Kupang
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rangda
Malingkung
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rantau Kanan
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rantau Kiwa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2025 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase Barang Milik
Daerah (BMD) dalam kondisi
baik

- 80 % 488.678.000,00 198.473.300,00 198.473.300,00 -290.204.700,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

ASN Kecamatan
Tapin Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 14 Unit 302.678.000,00 136.707.900,00 136.707.900,00 -165.970.100,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 39 Unit 180.000.000,00 61.765.400,00 0,00 -180.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Persentase ASN Perangkat
Daerah yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Kepegawaian dengan baik

- 100 % 125.000.000,00 249.271.400,00 249.271.400,00 124.271.400,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

ASN Kecamatan
Tapin Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 4.710.000,00 4.710.000,00 -290.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

1 Laporan 12 Laporan 35.000.000,00 66.901.000,00 66.901.000,00 31.901.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

1 Laporan 12 Laporan 85.000.000,00 177.660.400,00 177.660.400,00 92.660.400,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA
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7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik
Daerah (BMD) dalam kondisi
baik

- 80 % 585.000.000,00 371.291.067,00 769.707.067,00 184.707.067,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

ASN Kecamatan
Tapin Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 58.253.660,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara 

1 Unit 22 Unit 10.000.000,00 8.117.407,00 8.117.407,00 -1.882.593,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 4 Unit 535.000.000,00 304.920.000,00 0,00 -535.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rantau Kanan
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan
Peningkatan sistem
pengawasan dan
pengendalian internal
penyelenggaraan
pemerintahan

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7 NON URUSAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

7.01 KECAMATAN 7.873.576.158,00 7.183.254.210,00 7.964.168.632,00 90.592.474,00 0,00

1. 7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Persentase desa dengan
administrasi
kependudukan yang baik

- 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 -40.000.000,00 0,00

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada
di Kecamatan

Persentase desa yang tertib
melakukan laporan mutasi
kependudukan yang tepat
waktu
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani

- 100 % 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

Masyarakat dan ASN
Kecamatan Tapin
Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

1 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

2. 7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Persentase layanan
masyarakat dengan indeks
minimal B

- 100 % 606.500.000,00 734.444.500,00 624.169.600,00 -606.500.000,00 0,00

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani
(Seksi Kesra)
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani
(Seksi Pembangunan)
Persentase rekomendasi
pelayanan administrasi
kegiatan kesejahteraan
rakyat yang memenuhi syarat
untuk diterbitkan
Persentase rekomendasi
usulan pembangunan yang
terbitkan

- 100 % 107.000.000,00 246.578.500,00 136.303.600,00 29.303.600,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

Masyarakat dan ASN
Kecamatan Tapin
Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa 

1 Lembaga 
Kemasyara
katan

12
Lembaga K
emasyarak
atan

4.000.000,00 3.737.000,00 3.737.000,00 -263.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
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Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Program Kerja
dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat yang Dilakukan
oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilayah Kerja Kecamatan

1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

-
-

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan 

1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 242.841.500,00 132.566.600,00 32.566.600,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan

Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani
(Seksi Pembangunan)
Persentase Rekomendasi
Usulan Pembangunan yang
diterbitkan
Persentase Terlaksananya
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan

- 100 % 489.500.000,00 482.616.000,00 482.616.000,00 -6.884.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

Masyarakat dan ASN
Kecamatan Tapin
Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan

1 Lembaga 
Kemasyara
katan

4 Lembaga 
Kemasyara
katan

6.500.000,00 2.616.000,00 2.616.000,00 -3.884.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah Sarana dan
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun

1 Unit 1 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

-
-

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah Pokmas dan Ormas
yang Melaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan

1 Pokmas /
Ormas

4 Pokmas /
Ormas

480.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Tingkat
Kecamatan

 Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani
Persentase Surat
Rekomendasi Keterangan
Usaha yang memenuhi
syarat untuk diterbitkan

- 100 % 10.000.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 -4.750.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

Masyarakat dan ASN
Kecamatan Tapin
Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Jumlah Laporan Fasilitasi
Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat

1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 -2.375.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Laporan Fasilitasi
Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna

1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 -2.375.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

3. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Persentase layanan
masyarakat dengan indeks
minimal B

- 100 % 10.000.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 -10.000.000,00 0,00

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum

 Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani
Persentase rekomendasi
Trantibum yang diterbitkan

- 100 % 10.000.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 -7.375.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

Masyarakat dan ASN
Kecamatan Tapin
Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 -2.375.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh
Agama dan Tokoh
Masyarakat

1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

-
-

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

4. 7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Persentase layanan
masyarakat dengan indeks
minimal B

- 100 % 22.000.000,00 9.699.500,00 9.699.500,00 -22.000.000,00 0,00

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani
Persentase rekomendasi
Trantibum yang diterbitkan 

- 100 % 22.000.000,00 9.699.500,00 9.699.500,00 -12.300.500,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

Masyarakat dan ASN
Kecamatan Tapin
Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
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Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

1 Orang 75 Orang 10.000.000,00 4.849.750,00 4.849.750,00 -5.150.250,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Jumlah Orang yang
Mengikuti Fasilitasi,
Koordinasi dan Pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional

1 Orang 75 Orang 12.000.000,00 4.849.750,00 4.849.750,00 -7.150.250,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

5. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Persentase layanan
masyarakat dengan indeks
minimal B

- 100 % 70.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 -70.000.000,00 0,00

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan
Desa

Persentase desa dengan
inventarisasi aset desa yang
baik
Persentase desa dengan
laporan APBDes yang
lengkap dan capaian serapan
minimal 75%
Persentase dokumen
pemerintahan desa yang
sesuai ketentuan (RPJMDes,
RKPDes, APBDes,
APBDes-P, PerDes
Realisasi)
Persentase pengaduan
masyarakat yang ditangani
Persentase Rekomendasi
pemerintahan yang
memenuhi syarat untuk
diterbitkan

- 100 %
80 %

70.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 -5.000.000,00 Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

Masyarakat dan ASN
Kecamatan Tapin
Utara

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Penyusunan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa

1 Dokumen 96
Dokumen

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

1 Dokumen 24
Dokumen

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah Dokumen yang
Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa

1 Dokumen 48
Dokumen

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa dan
Perangkat Desa

1 Dokumen 24
Dokumen

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa

1 Dokumen 12
Dokumen

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka Penataan,
Pemanfaatan, dan
Pendayagunaan Ruang Desa
serta Penetapan dan
Penegasan Batas Desa

1 Dokumen 12
Dokumen

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi Pendampingan
Desa di Wilayahnya

1 Laporan 12 Laporan 40.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Tapin, Tapin
Utara, Semua
Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat
Optimalisasi
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

KELURAHAN RANTAU KIWA 581.824.900,00 632.536.900,00 632.536.900,00 50.712.000,00 0,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 581.824.900,00 632.536.900,00 632.536.900,00 50.712.000,00 0,00

7.01 KECAMATAN 581.824.900,00 632.536.900,00 632.536.900,00 50.712.000,00 0,00

1. 7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

- - - 581.824.900,00 632.536.900,00 632.536.900,00 -581.824.900,00 0,00
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NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2025 PERANGKAT

DAERAH
PENANGGUNG

JAWAB
TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)

Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA
PRIORITAS

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
SEBELUM SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan

- - - 581.824.900,00 632.536.900,00 632.536.900,00 50.712.000,00 - -
-

- 0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah Sarana dan
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun

0 Unit 0 Unit 0,00 259.187.040,00 259.187.040,00 259.187.040,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rantau Kiwa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- -
-

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Jumlah Pokmas dan Ormas
yang Melaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan

1 Pokmas /
Ormas

1 Pokmas /
Ormas

0,00 373.349.860,00 373.349.860,00 373.349.860,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rantau Kiwa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- -
-

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

KELURAHAN RANTAU KANAN 455.449.596,00 561.717.100,00 561.717.100,00 106.267.504,00 0,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 455.449.596,00 561.717.100,00 561.717.100,00 106.267.504,00 0,00

7.01 KECAMATAN 455.449.596,00 561.717.100,00 561.717.100,00 106.267.504,00 0,00

1. 7.01.03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

- - - 455.449.596,00 561.717.100,00 561.717.100,00 -455.449.596,00 0,00

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan

- - - 455.449.596,00 561.717.100,00 561.717.100,00 106.267.504,00 - -
-

- 0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Jumlah Sarana dan
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun

1 Unit 1 Unit 0,00 176.374.100,00 176.374.100,00 176.374.100,00 Kab. Tapin,
Semua
Kecamatan,
Rantau Kanan

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- -
-

0,00 KECAMATAN TAPIN
UTARA

J U M L A H 7.873.576.158,00 7.992.165.210,00 8.773.079.632,00 792.088.694.425,00 0,00
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BAB IV - 1

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan

kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan

produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang

tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

Tahun 2024 – 2026 , program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran

pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan

Tapin Utara Tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan

program/kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Tapin Utara, baik dalam

kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan,

antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu

instansi dan antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang

melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian

urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Perubahan

Rencana Kerja Tahun 2024 SKPD Kantor Kecamatan Tapin Utara ini, kiranya dapat

memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi.

BUPATI TAPIN

MUHAMMAD SYARIFUDDIN


